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Pendahuluan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi
pemerintah di tingkat provinsi yang memiliki peran penting dan bertanggung
jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pengelolaan belanja
langsung. Lembaga ini merupakan salah satu dari instansi di tingkat pemerintah
daerah yang menerima alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Tabel 1 menyajikan data yang diperoleh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPENDA Provinsi Sulawesi
Utara. Data menunjukkan bahwa BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara memiliki
jumlah anggaran belanja langsung yang besar setiap tahunnya. BAPENDA Provinsi
Sulawesi Utara telah menunjukkan kinerja yang baik selama dua tahun terakhir.
Kondisi ini ditunjukkan melalui pengelolaan anggaran belanja langsung dengan
realisasi anggaran yang tinggi yakni di atas 94% pada tahun 2021 dan di atas
95% pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah daerah untuk

meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik.

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung BAPENDA

Tahun Alokasi anggaran Realisasi anggaran %
2021 28,635,260,027 26,963,106,429 94.16
2022 21,212,102,007 19,098,506,850 95.33

Namun, pencapaian ini tidak hanya sebatas pada penggunaan anggaran. Guna
memastikan akuntabilitas dan transparansi yang efektif maka diperlukan
penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan belanja langsung. Hal ini
bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran atau penyimpangan
dana. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lanjut untuk mengetahui efektivitas
sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung sesuai dengan
Permendagri No. 77 Tahun 2020. Melalui akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah, diharapkan adanya peningkatan kepercayaan
publik bahwa anggaran belanja langsung digunakan secara efisien dan efektif.
Akan tetapi, kendala proses dalam pelaksanaan belanja pemerintah cenderung
mengakibatkan rendahnya penyerapan dan menumpuknya realisasi di akhir tahun
anggaran (Albab & Halim, 2023). Penelitian ini berfokus pada pengeluaran kas
belanja langsung untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa. Proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam
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pelaksanaan anggaran belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan
untuk menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi

prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.

Kajian literatur

Akuntansi sektor publik merupakan suatu kegiatan pencatatan keuangan atau
informasi  akuntabilitas dan pengendalian manajemen sebagai media
pertanggungjawaban pada masyarakat (Purwanti & Effendi, 2023). Menurut
Mardiasmo (2018), perbedaan sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat
dengan membandingkan beberapa hal berikut:
. Tujuan organisasi;
. Sumber pembiayaan;

. Pola pertanggungjawaban;

1

2

3

4. Struktur organisasi;

5. Karakteristik anggaran;

6. Pemangku kepentingan yang dipengaruhi; dan

7. Sistem akuntansi yang digunakan.

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengolahan semua transaksi dan
aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah yang kemudian
menghasikan informasi dalam bentuk laporan keuangan (Masnila, 2021). Menurut
Hidayat et al. (2021), tujuan akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan pada kemampuan dalam
mengelola sumber daya secara bijaksana, efisien dan juga ekonomis serta
efektif.

2. Manajerial.  Akuntansi pemerintah memungkinkan  pemerintah  untuk
melaksanakan kegiatan manajerial dengan melakukan perencanaan berupa
penyusunan APBN dan strategi di sektor pembangunan.

3. Pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi pengurusan yang
berkaitan dengan keuangan negara agar bisa di periksa dengan mudah oleh
petugas pemeriksaan contohnya BPK-RI.

Akuntansi pemerintahan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan
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merupakan rangkaian langkah yang terstruktur, termasuk  prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan unsur lainnya. Tujuannya adalah untuk
melaksanakan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga penyusunan
laporan keuangan di dalam konteks organisasi pemerintah. Sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, SPIP
menjamin bahwa proses bisnis telah berjalan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi pengurang saldo kas yang berasal
dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun
pengeluaran berupa uang logam, cek atau wesel pos, serta uang yang
dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang (Mulyadi, 2023). Beberapa
pihak terkait dalam pengeluaran kas, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). PPK-SKPD memiliki tugas pokok
terkait dengan penatausahaan keuangan daerah meliputi penelitian, verifikasi,
akuntansi, dan pelaporan (Ismail et al., 2023). Tugas pokok PPK-SKPD dibantu
oleh tiga staff, yaitu:
a. Staf fungsi verifikasi, bertugas untuk mengecek dan memuverifikasi
kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Staf fungsi perbendaharaan, bertugas untuk membuat SPP, SPM, dan segala
proses penginputan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
c. Staf fungsi akuntansi dan pelaporan, bertugas untuk membuat Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).
Fungsi pengeluaran kas dijalankan oleh Bendahara Pengeluaran yang bertugas
untuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah. Selain itu,
terdapat Bendahara Pembantu yang membantu tugas-tugas bendahara dan PPTK
selaku pelaksana kegiatan yang bertugas untuk menyediakan dokumen-dokumen
pendukung SPP-LS.
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Belanja merupakan pengeluaran kas atau transaksi pengeluaran uang secara
tunai yang menyebabkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank, atau
setara kas lainnya (Azwari et al., 2022). Belanja dikelompokan menjadi belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja
yang tidak terkait secara langsung dengan jalannya kegiatan dalam satuan
program kerja. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan serta
terkait secara langsung dalam pelaksanaan satuan program kerja.

Karakteristik belanja langsung adalah alokasi belanja yang ditetapkan dan
dapat diukur serta dapat diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.
Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sangat dipengaruhi oleh target
kinerja atau seberapa besar pencapaian dari satuan program kerja yang telah
ditargetkan. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, dan Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil, dan Pembiayaan.
Pelaksanaan belanja langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dengan menggunakan anggaran dan melaksanakan kegiatan
anggaran. Pada proses tersebut, penggunaan anggaran dalam melaksanakan
anggaran sesuai dengan penentuan yang telah dicantum dalam DPA SKPD yang
terkait (Rumbayan et al.,, 2024; Sambur et al., 2024).

Metode

Penelitian yang dilakukan di BAPENDA di Provinsi Sulawesi Utara. Data primer
diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi dan analisis dari
para pengguna belanja langsung di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Data
sekunder diperoleh dari Permendagri, jurnal ilmiah, dokumen yang terkait
pengeluaran kas belanja langsung, dan berbagai artikel publikasi yang
mendukung penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif yang menggambarkan berbagai data yang berasal dari suatu
sampel (Sujarweni, 2023).

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif
merupakan data yang berupa kata bukan angka dan mempunyai ciri tidak dapat
dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan

pembagian (Sujarweni, 2023). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam
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penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Bentuk dan proses

analisis dilakukan dengan cara:

1) Mengumpulkan data belanja langsung dan data pendukung;

2) Memilah data yang diperlukan dan tidak diperlukan;

3) Menganalisis dan melakukan perbandingan dengan Permendagri No. 77
Tahun 2020;

4) Menyajikan data yang telah diperoleh; dan

5) Memberikan kesimpulan dan saran atas hasil analisis.

Hasil dan pembahasan
Hasil
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Proses penerbitan SPD di BAPENDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Saat ini, penerbitan SPD telah dilakukan
secara otomatis melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD). Kewenangan penerbitan SPD untuk belanja secara keseluruhan di bawah
wewenang PPKD, dengan dasar penerbitannya merujuk pada anggaran kas SKPD
yang tertera dalam DPA. PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan
ketersediaan dana di Kas Umum Daerah (Kasakeyan et al., 2020; Muadz &
Anggionaldi, 2023). Proses penerbitan SPD dimulai dengan Kuasa BUD yang
menyiapkan rancangan SPD, yang kemudian diserahkan kepada PPKD untuk
disahkan dan ditandatangani sebelum diterbitkan. SPD yang telah diterbitkan
akan diserahkan kepada SKPD. Adanya SIPD menyebabkan penerbitan SPD
dilakukan secara otomatis oleh PPKD setiap awal bulan melalui sistem SIPD untuk
SKPD terkait. SPD yang diterbitkan akan digunakan sebagai dasar untuk
permintaan pembayaran oleh SKPD sesuai dengan anggaran kas. Selain itu, PPKD
dapat melakukan perubahan SPD jika terjadi kondisi mendesak, seperti tanggap
darurat bencana atau jika ketersediaan dana tidak sesuai dengan perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas.

Tabel 2 menyajikan perbandingan penerbitan SPD di BAPENDA Provinsi
Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Penerapan sistem dan prosedur
pengeluaran kas belanja langsung terkait penerbitan SPD telah dilaksanakan

dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. PPKD telah
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secara efektif mengimplementasikan sistem SIPD untuk menerbitkan SPD secara
otomatis setiap awal bulan, memastikan kepatuhan terhadap anggaran kas
daerah, dan memfasilitasi perubahan SPD dalam situasi darurat. Selain itu, sistem
elektronik dalam penyusunan dan penerbitan SPD telah diterapkan dengan baik,
mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan demikian, BAPENDA Provinsi
Sulawesi Utara menunjukkan kepatuhan penuh terhadap aturan yang ditetapkan
oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Tabel 2. Perbandingan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

No. Permendagri No. 77 BAPENDA Provinsi Keterangan
Tahun 2020 Sulawesi Utara

1. PPKD menerbitkan SPD PPKD selaku BUD akan Telah dilaksanakan
dengan memperhatikan menerbitkan SPD  secara dan sesuai dengan
Anggaran Kas Daerah, keseluruhan dengan Permendagri No. 77
ketersediaan dana di Kas memperhatikan anggaran kas Tahun 2020
Umum Daerah, dan dalam DPA-SKPD yang
penjadwalan  pembayaran bersangkutan.
pelaksanaan anggaran yang
tercantum dalam Dokumen
Penggunaan Anggaran
(DPA).

2. SPD sebagai dasar SPD akan diterbitkan Telah dilaksanakan
permintaan pembayaran keseluruhan secara otomatis dan sesuai dengan
sesuai kebutuhan SKPD oleh PPKD menggunakan Permendagri No. 77
setiap periodik. sistem SIPD setiap awal Tahun 2020

bulan.

3. PPKD dapat melakukan SPD dapat dilakukan Telah dilaksanakan
perubahan SPD apabila perubahan ketika dan sesuai dengan
tidak  sesuai  perkiraan ketersediaan  dana  tidak Permendagri No. 77
penerimaan dalam anggaran sesuai penerimaan anggaran Tahun 2020

kas dan keadaan darurat. kas dan terjadi kondisi yang

mendesak seperti tanggap
darurat.
4. Penyusunan dan penerbitan PPKD telah menerapkan Telah dilaksanakan

SPD memuat informasi, Sistem Informasi Pemerintah dan sesuai dengan
aliran data, serta Daerah (SIPD) dalam Permendagri No. 77
penggunaan dan penyajian penerbitan = SPD  secara Tahun 2020
dokumen yang dilakukan otomatis.
secara elektronik.
(Sumber: Data Olahan, 2024)
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)
Pengajuan SPP-LS di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menggunakan

mekanisme Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran. Proses ini melibatkan

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk pembayaran gaji dan
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tunjangan, pembayaran kepada pihak ktiga terkait pengadaan barang dan jasa
dan digunakan untuk pembayaran belanja lainnya. Tabel 3 menyajikan
perbandingan penerbitan SPP di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan
ketentuan berlaku. Prosedur pengajuan SPP-LS mengikuti tahapan yang
ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Proses ini dimulai dengan
persiapan permintaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran, yang harus
memperhatikan SPD serta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK.
Dokumen dari PPTK untuk permintaan pembayaran meliputi rekapan SPJ, yang
mencakup berbagai bukti pendukung seperti dokumen kontrak pengadaan
barang, surat pesanan, berita acara pembayaran, berita acara serah terima,
kwitansi, faktur pajak, NPWP, nomor rekening, serta foto barang. Semua dokumen
tersebut kemudian diverifikasi oleh PPK-SKPD sebelum Bendahara Pengeluaran
menyiapkan SPP-LS untuk barang dan jasa yang akan diserahkan kepada PA
melalui PPK-SKPD. Proses pembuatan SPP ini juga dilakukan secara sistematis

dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
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Tabel 3. Perbandingan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

No. Permendagri No. 77  BAPENDA Provinsi Sulawesi Keterangan
Tahun 2020 Utara

1. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Telah dilaksanakan
Bendahara  Pengeluaran mengajukan SPP berdasarkan dan sesuai dengan
Pembantu  mengajukan rekapan SPJ yang diajukan Permendagri No. 77
SPP berdasarkan SPD atau PPTK kepada PA. Tahun 2020
dokumen yang
dipersamakan kepada
PA/KPA melalui PPK-
SKPD.

2. SPP-LS yang diajukan Bendahara pengeluaran juga Telah dilaksanakan

oleh Bendahara terdiri mengajukan SPP-LS terkait dan sesuai dengan
dari gaji dan tunjangan pembayaran untuk pengadaan Permendagri No. 77
pegawai pemerintah; barang dan jasa. Tahun 2020

pengadaan barang dan
jasa; dan lainnya.
3. Pengajuan SPP-LS barang

Pengajuan SPP-LS 1 atau 2 Telah dilaksanakan

dan jasa paling lambat 3 hari sejak diterimanya tagihan dan sesuai dengan
(tiga) hari sejak dari pihak ketiga melalui PPT ~ Permendagri No. 77
diterimanya tagihan dari Tahun 2020

pihak  ketiga  melalui

PPTK.

4. Pengajuan SPP-LS Pengajuan SPP-LS dilengkapi Telah dilaksanakan
dilampiri dengan dengan persyaratan berupa: dan sesuai dengan
kelengkapan persyaratan dokumen kontrak, surat Permendagri No. 77
yang ditetapkan sesuai pesanan, dll. Tahun 2020
ketentuan dan  sudah
diverifikasi oleh PPK-

SKPD.

(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024)

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Tabel 4 menyajikan perbandingan penerbitan SPM di BAPENDA Provinsi
Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Penerapan sistem dan prosedur
pengeluaran kas belanja langsung terkait pengajuan SPM-LS di BAPENDA Provinsi

Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun

2020. PPK-SKPD melakukan verifikasi SPM-LS vyang diajukan Bendahara
Pengeluaran dan meminta perbaikan jika ada ketidaklengkapan atau
ketidaksesuaian. Bendahara Pengeluaran juga mengajukan SPM-LS untuk

berbagai jenis pembayaran sesuai ketentuan. PA menandatangani SPM-LS dalam
waktu yang ditetapkan setelah verifikasi dinyatakan lengkap untuk diserahkan
kepada Kuasa BUD guna penerbitan SP2D. Prosedur ini mirip dengan temuan

Verico et al. (2023) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa.
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Tabel 4. Perbandingan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

No. Permendagri No. 77

Tahun 2020

BAPENDA Provinsi Sulawesi
Utara

Keterangan

1. PPK-SKPD  melakukan
verifikasi atas SPP-LS
yang diajukan Bendahara
Pengeluaran.

2. Apabila didapat
ketidaklengkapan dan atau
keidakabsahan dan atau
ketidaksesuaian PPK-
SKPD meminta perbaikan

PPK-SKPD fungsi verifikasi
melakukan verifikasi SPP-LS
yang diterbitkan Bendahara
Pengeluaran

Apabila terdapat kesalahan
maka PPK-SKPD akan
meminta perbaikan kepada
Bendahara Pengeluaran.

Telah dilaksanakan
dan sesuai dengan

Permendagri No. 77
Tahun 2020

Telah dilaksanakan
dan sesuai dengan

Permendagri No. 77
Tahun 2020

kepada Bendahara
Pengeluaran paling lambat
1(Satu) hari sejak SPP
diterima.

3. SPM-LS yang diajukan

Bendahara pengeluaran juga Telah dilaksanakan

oleh Bendahara terdiri mengajukan SPM-LS terkait dan sesuai dengan
dari gaji dan tunjangan pembayaran untuk pengadaan Permendagri No. 77
pegawai pemerintah; barang dan jasa. Tahun 2020
pengadaan barang dan

jasa; dan pembayaran

pihak ketiga lainnya.

4. PA menandatangani SPM- SPM-LS akan ditandatangi PA Telah dilaksanakan

LS paling lama 2 (dua) pada hari itu juga dan dan sesuai dengan
hari  sejak  verifikasi kemudian dibawa ke Kuasa Permendagri No. 77
dinyatakan lengkap dan BUD untuk diterbitkan SP2D.  Tahun 2020

sah  untuk  kemudian

disampaikan kepada

Kuasa BUD.

(Sumber: Data Olahan Peneliti:2024)

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Tabel 5 menyajikan perbandingan penerbitan SP2D di BAPENDA Provinsi
Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Penerapan sistem dan prosedur
pengeluaran kas belanja langsung terkait penerbitan SP2D di BAPENDA Provinsi
Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 77
Tahun 2020. Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan meneliti kelengkapan dan
kebenaran perhitungan pada SPM-LS, serta memastikan ketersediaan dana
sebelum memerintahkan pencairan dana. Jika verifikasi lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS untuk berbagai jenis pembayaran, termasuk gaji, tunjangan,
pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran pihak ketiga. Kesalahan dalam

proses verifikasi akan mengakibatkan pengembalian SPM-LS kepada SKPD untuk
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perbaikan. Kuasa BUD juga menerbitkan SP2D-LS dalam waktu yang ditentukan,
yaitu paling lambat 2 hari setelah SPM-LS diterima, menggunakan sistem SIPD.

Tabel 5. Perbandingan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. Permendagri No. 77 Tahun 2020 BAPENDA Provinsi Keterangan
Sulawesi Utara

1. Kuasa BUD melakukan verifikasi Kuasa BUD  melakukan Telah dilaksanakan
dengan meneliti kelengkapan SPM- verifikasi  dengan  cara dan sesuai dengan
LS, menguji kebenaran perhitungan, memeriksa, meneliti, serta Permendagri No. 77
menguji ketersediaan dana, menguji perhitungan dan Tahun 2020
memerintahkan  pencairan  dana kelengkapan SPM baik dari
sebagai dasar pengeluaran daerah.  kesediaan dana, perhitungan

pajak.

2. Dalam hal proses verifikasi lengkap Proses verifikasi lengkap Telah dilaksanakan
Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan sudah sesuai akan dan sesuai dengan
yang terdiri dari gaji dan tunjangan diterbitkan SP2D-LS akan Permendagri No. 77
pegawai pemerintah; pengadaan tetapi  apabila  terdapat Tahun 2020

barang dan jasa; dan pembayaran kesalahan akan
pihak ketiga lainnya dikembalikan kepada SKPD
bersangkutan.

3. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Kuasa BUD akan Telah dilaksanakan
berdasarkan SPM yang diterima dari menerbitkan SP2D-LS dan sesuai dengan
PA/KPA paling lambat 2 hari berdasarkan SPM-LS Permendagri No. 77

dengan menggunakan SIPD Tahun 2020
paling lambat 2 hari.

4. Kuasa BUD melakukan verifikasi Kuasa BUD  melakukan Telah dilaksanakan
dengan meneliti kelengkapan SPM- verifikasi ~ dengan  cara dan sesuai dengan
LS, menguji kebenaran perhitungan, memeriksa, meneliti, serta Permendagri No. 77
menguji ketersediaan dana, menguji perhitungan dan Tahun 2020
memerintahkan  pencairan  dana kelengkapan SPM baik dari
sebagai dasar pengeluaran daerah.  kesediaan dana, perhitungan

pajak.

(Sumber: Data Olahan Peneliti:2024)

Pembahasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapenda Provinsi Sulawesi Utara untuk
belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp.
6,917,590,548. Realisasi atas anggaran tersebut mencapai Rp. 6,036,215,207 setara
87.26% dari total anggaran.
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1. Analisis realisasi

Persentase realisasi dihitung dengan rumus:

o Realisasi
Persentase Realisasi =

Anggaran X

6,036,215,207
6,917,590,548

Persentase Realisasi :< )x 100 = 87.26%

Meskipun rasio ini berada di atas angka 80%, tetapi target anggaran masih
belum tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi
pengeluaran Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.
6,705,641,770. Penurunan realisasi sebesar Rp. 669,426,563 dari tahun 2022 ke
2023 menunjukkan perubahan kebutuhan operasional.
2. Selisih anggaran yang tidak terpakai

Meskipun realisasi anggaran berada di atas 80%, terdapat selisih sekitar Rp.
881,375,341 atau 12.74% dari anggaran yang tidak terpakai. Selisih ini dihitung

dengan rumus:

Selisih

Anggaran — Realisasi
6,917,590,548 - 6,036,215,207
881,375,341

Persentase dari selisih tersebut dapat dihitung dengan rumus:

.. Selisih
Persentase Selisih =

Anggaran X

881,375,341
6,917,590,548

Persentase selisih =< )x 100 = 12.74%

Berdasarkan hasil analisis, realisasi yang terjadi masih berada di bawah 90%
sehingga mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di Bapenda perlu
ditingkatkan. Hal ini mendukung temuan Uisuma dan Lambey (2024) khususnya

dalam penentuan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penguatan
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mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang
dialokasikan  benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya. Secara
keseluruhan, pengadaan barang dan jasa di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara
menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, dengan realisasi yang
belum mencapai target ideal. Walau pengadaan barang dan jasa memiliki kinerja
yang relatif baik, terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta
selisih anggaran yang belum dimanfaatkan. Hal ini menandakan perlu evaluasi
dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengadaan diperlukan untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kesimpulan

Sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang dilaksanakan di
BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara diawali dengan Penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD), Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM), dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang dilaksanakan di
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan
Permendagri No. 77 Tahun 2020. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran
kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
dilakukan secara baik dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk
pemisahan fungsi dan tugas yang jelas dalam proses pengeluaran kas belanja
langsung.

Sesuai PP No. 60 Tahun 2008 terkait 5 unsur SPIP, pelaksanaan pengendalian
internal pada sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang
dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup
memadai. Laporan Realisasi Anggaran di Bapenda masih di bawah 90% yang
menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan.
Meskipun kinerja pengadaan barang dan jasa sudah cukup baik, terjadi
penurunan dibandingkan tahun lalu dan selisih anggaran yang belum digunakan.
Hal ini menandakan pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan

efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
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